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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

—_

bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di
daerah  guna  mendukung  pencapaian sasaran
pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan
program kerja tahunan antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui
rencana kerja pemerintah daerah;

bahwa untuk sinergi perencanaan program kerja tahunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman
untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
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Menetapkan

10.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan dewan  perwakilan rakyat daerah  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang
disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut
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Bappeda adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan
melaksanakan tugas mengoordinasikan, mensinergikan
serta mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah
selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi
teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dan daerah untuk mencapai target
pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disebut RPD Tahun 2023-2026 adalah
dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir
pada tahun 2022.

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang
selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah
dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir
pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan
Bupati/Wali Kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
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BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD
atau RPD Tahun 2023-2026 dan RPD Tahun 2024-2026.
RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun; dan
d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023.
RKPD Provinsi tahun 2024 berpedoman pada RKP tahun
2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 berpedoman pada RKP
tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan
dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan
daerah.

Pasal 3

Rancangan akhir RKPD tahun 2024 dijadikan sebagai

bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPD

Provinsi tahun 2024 dan Rancangan Perkada tentang

RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024.

Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi tahun 2024

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.

Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota tahun

2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi untuk

difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)

dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.

Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara

lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:

a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah atau dari Bupati/Wali Kota
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
melalui kepala Bappeda Provinsi;

b. rancangan akhir RKPD tahun 2024;

c. Dberita acara kesepakatan musyawarah perencanaan
dan pembangunan RKPD tahun 2024;

d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;

e. gambaran konsistensi program dan kerangka
pendanaan antara RPJMD /RPD dan RKPD;
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f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah
Daerah; dan
g. daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2024.
Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah bagi
Provinsi dan surat Gubernur melalui kepala Bappeda
Provinsi bagi Kabupaten/Kota, yang kemudian akan
menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Perkada
tentang RKPD tahun 2024.
Penyempurnaan Rancangan Perkada Tentang RKPD
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.
Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD
tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g
dan matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) belum ditetapkan, penyusunan RKPD tahun 2024
mengacu pada rancangan RKP Tahun 2024 yang memuat
arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai RKP tahun 2024
dan hasil pemutakhiran ditetapkan setelah RKPD Provinsi
dan Kabupaten/Kota tahun 2024 ditetapkan, Pemerintah
Daerah melakukan penyesuian prioritas RKPD tahun
2024 dengan arah kebijakan pembangunan nasional
tahun 2024.

Penyesuian prioritas RKPD tahun 2024 dengan arah
kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan RKPD
tahun 2024.

Pasal 6

Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Juni
2023, Gubernur dapat menetapkan Rancangan Perkada
tentang RKPD Provinsi tahun 2024.

Penetapan Rancangan Perkada  tentang RKPD
Kabupaten/Kota tahun 2024 dilakukan paling lama 1
(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi
tahun 2024 ditetapkan.

Pasal 7
Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai
RKPD Provinsi tahun 2024 beserta matriks hasil
penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
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Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar
penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan
sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2024.

Pasal 8
Bupati/Wali Kota menyampaikan peraturan Bupati/Wali
Kota mengenai RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta
matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (7) kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda Provinsi paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan
Bupati/Wali Kota ditetapkan.
RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi
dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan
bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2024.

Pasal 9
Bagi Provinsi yang masa jabatan Gubernur berakhir pada
tahun 2023 dan daerah otonom baru, penyusunan RKPD
Provinsi tahun 2024 mengacu kepada RPD Provinsi tahun
2024-2026.
Bagi Kabupaten/Kota yang masa jabatan Bupati/Wali
Kota berakhir pada tahun 2023, penyusunan RKPD
Kabupaten/Kota tahun 2024 mengacu kepada RPD
Kabupaten/Kota tahun 2024-2026, serta berpedoman
pada RKPD Provinsi.
Bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir
pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), melampirkan gambaran konsistensi program
dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD.

BAB III
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 10

Penjabaran dari RPJMD atau RPD Tahun 2023-2026 dan
RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan,
kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal
dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub
kegiatan pada RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
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pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 11

Perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya

ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program,
kegiatan, dan sub kegiatan; dan

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun
berjalan;

yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub

kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2024.

Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang

dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD tahun

2024, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau

penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai

acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;

Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan

dengan kreteria sebagai berikut:

a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan
kerugian yang besar bagi pemerintah maupun
masyarakat;

b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD
dan/atau Renstra Perangkat Daerah;

c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas
nasional yang mendukung percepatan pembangunan
daerah; dan/atau

d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang
dilaksanakan sebelumnya belum memberikan
keluaran yang siginikan terhadap pencapaian hasil
(outcome) program.

Perumusan perubahan RKPD tahun 2024 perlu

memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala

daerah dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan
dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

Pasal 12
Rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2024 dijadikan
sebagai bahan penyusunan Rancangan Perkada tentang
perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 dan Rancangan
Perkada tentang perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun
2024.
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Rancangan Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi

tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk

difasilitasi.

Rancangan  Perkada  tentang  perubahan  RKPD

Kabupaten/Kota tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Wali Kota kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala

Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)

dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.

Rancangan  Perkada  tentang  perubahan  RKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

disampaikan secara lengkap dengan melampirkan

dokumen yang terdiri atas:

a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah atau dari Bupati/Wali Kota
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
melalui kepala Bappeda Provinsi;

b. rancangan akhir perubahan RKPD tahun 2024;

c. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah
Daerah;

d. Thasil evaluasi RKPD tahun berjalan; dan

e. daftar isian fasilitasi perubahan RKPD tahun 2024.

Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) disampaikan dalam bentuk bentuk surat Menteri

melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah bagi

Provinsi dan surat Gubernur melalui kepala Bappeda

Provinsi bagi Kabupaten/Kota, yang kemudian akan

menjadi bahan dasar penyempurnaan Rancangan Perkada

tentang perubahan RKPD tahun 2024.

Penyempurnaan rancangan Perkada Tentang perubahan

RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.

Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi

perubahan RKPD tahun 2024 sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf e dan matriks hasil penyempurnaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Gubernur menetapkan Rancangan Perkada tentang
perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 paling lambat
minggu ketiga bulan Juli.

Bupati/Wali Kota menetapkan Perkada tentang perubahan
RKPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah
Perkada tentang perubahan RKPD Provinsi tahun 2024
ditetapkan atau paling lambat minggu keempat Juli 2024.

Pasal 14
Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur mengenai
perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 beserta matriks
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hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

(2) Perubahan RKPD Provinsi tahun 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi
dan dasar penyusunan rancangan perubahan KUPA dan
PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran
pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun
anggaran 2024.

Pasal 15

(1) Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali
Kota mengenai perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun
2024 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda
Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
Peraturan Bupati/Wali Kota ditetapkan.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan
perubahan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan
sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan
tahun anggaran 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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IV. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024 BERDASARKAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah

Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari

RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional
yang sedang berkembang termasuk antisipasi adanya resesi global bagi
ekonomi di daerah, pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala
daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan
fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, mengingat:

l. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan,
indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung
jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1
[satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang
akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama
dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-
masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program
dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan
pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah,
tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan
perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan
dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman
untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta
rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang
dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, botfom

www.peraturan.go.id



35 2023, No.630

up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah
keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta
program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan
dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku
kepentingan.

Sesuai dengan Tema REKFP Tahun 2024 “Mempercepat
Transformasi Ekonomi wyang Inklusif dan  Berkelanjutan®,
pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan
yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
Penguatan Daya Saing Usaha;
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
Pelaksanaan Pemilu 2024,

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan
sebagai berikut:
1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem, dilaksanakan melalui strategi:

a. memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program
perlindungan sosial;

b. konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan
sosial;

c. intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;

d. peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, dan;

e. peningkatan kualitas konsumsi pangan.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan

Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi:

a. memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;

b. reformasi sistem perlindungan sosial;

c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta;

d. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

A

e. meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan;

f.  meningkatkan produktivitas dan daya saing.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Rizet Terapan,
dilaksanakan melalui strategi:

a. meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang
didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok,
serta;

b. menyediakan iklim yang Kondusif dalam Penyusunan Riset
Nasional.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, dilaksanakan
melalui strategi:

a. meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi;

b. meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi;
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c. mewujudkan Investasi yang Berkualitas melalui Penciptaan
Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif;

d. meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dan;

e. meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk
daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

5. Arah kebijakan Pembanpunan Rendah Karbon dan Transisi

Energi, dilaksanakan melalui strategi:

a. melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor
prioritas  [energi  berkelanjutan, pengelolaan lahan
berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan
ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);

b. konservasi lahan produlktif;

c. menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi
berkeadilan, dan;

d. meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata,
berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan
pemanfaatan.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan

Konektivitas, dilaksanakan melalui strategi:

a. meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan
permukiman layak huni dan aman, dalam konteks
pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;

b. meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai
melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan
Hemat Air;

c. meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber
daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan
meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;

d. meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan
keselamatan dan keamanan transportasi, dan;

e. meningkatkan konektivitaz untuk mendukung kegiatan
ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan
daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).

7. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara,
dilaksanakan melalui strategi:

a. membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan;

b. membangun infrastruktur utama.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, dilaksanakan melalui

strategi:
a. mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai
jadwal;

b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;

c. mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan:

d. mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024

membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan
beberapa MP yang secara signifikan mendukung efektivitas
pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya
percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi
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pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, ditetapkan 16 MP

yang menjadi penekanan [highlight), yakni (1) Kawasan Industri

Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMEKM, (3] Akselerasi

Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food

Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (3] Destinasi Pariwisata

Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah

Adat Domberay, (¥) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi

Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,

(10) Pendidikan dan Pelatihan WVokasi untuk Industri 4.0, (11)

Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Akses Air

Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah], dan [13) Akses

Sanitasi [Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah

Tangga) (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi

Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.
Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk

mencapai Sasaran Pembangunan RKP tahun 2024, yang meliputi:

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 3,7%;

Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,3%;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 — 5,7%;

Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;

Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 - 74,02;

. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27,

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 — 110;

2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 - 108,

[ ) S O L I L ]

. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar
diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden,

sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri
dan talenta global,;

2. Pembangunan  Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja bari, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk
regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan
Undang-Undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing
manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi
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bagi kemakmuran bangza demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden

tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang
perlu diperkuat, sebagai berikut:

1}

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal

utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,
inklusif dan berdaya saing melalui:

a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup
pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan
kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air,
sumber daya energi, serta kehutanan; dan

b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry,
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi
kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas

dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan
peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan
prioritas, yvaitu:

1) akselerasi pengembangan pembangkit energi
terbarukan;

2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;

3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi
energi;

4] peningkatan pemenuhan energi domestik; dan

5) pengembangan industri pendukung Energi Bam
Terbarukan (EET).

b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);

2] pengelolaan hutan berkelanjutan;

3) penyediaan air untuk pertanian;

4] penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;

5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya

air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan
infrastruktur hijau; dan

6) pengembangan waduk multipuna.

c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi

pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi
dan biofortifikasi pangan;

2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian,
perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
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3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya
manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian
pasar;

4} peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya
pertanian, dan digitalisasi pertanian, dan;

5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan

kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP] dan penataan ruang laut dan rencana zonasi
pesisir serta pengelolaan ruang laut;

2] peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa
kelautan;

3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi
mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

4} peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses
perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil
serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan

5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset
kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan
perikanan.

Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah

(UMEM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil
dan Usaha Menengah Besar;

2] peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi
wirausaha;

3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
dan

4] peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di

sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas,

yaitu:

1) peningkatan industri pengolahan berbasiz pertanian,
kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;

2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber
daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan
kawasan industri terutama di luar Jawa;

3) peningkatan daya =saing destinasi dan industri
pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang
didukung penguatan rantai pasok;

4} peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan
usaha kreatif dan digital;

5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi,
termasuk reformasi ketenagakerjaan, dan;

6) pengembangan industri halal.

peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN|], dengan kegiatan

prioritas, yvaitu:
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1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing
produk ekspor dan jasa;

2] peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;

3] pengelolaan impor;

4} peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam
negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang
efelktif;

5] peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;

6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi
pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk
kreatif, dan;

7] peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement
(PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive
Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi
ekonomi.

h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi,
dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;

2] optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri
4.0;

3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;

4] peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri
pengolahan dan pariwisata, dan;

3) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan
informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan,
kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi
digital.

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan;
Pengembangan  wilayah  ditujukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan
memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan
dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu
menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat
dilakukan melalui:

a. pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;

b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum
berkembang;

c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK] berbasis
kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah,
serta;

e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM)} melalui
pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya

Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk

menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh
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wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan
kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber
daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inowvatif,
terampil, dan berkarakter, melalui:

a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan;

penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta;

peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
peningkatan kualitas analk, perempuan, dan pemuda;
pengentasan kemiskinan, dan;

peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program

n

m e A

prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a.

d.

Pengendalian penduduk dan penguatan tata  kelola
kependudukan, yaitu:
1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
2] integrasi sistem administrasi kependudukan;
3] pendampingan dan layanan terpadu, dan;
4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian
penduduk.
Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:
1) sistem jaminan sosial nasional;
2] bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran, dan;
3) kesejahteraan sosial.
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan
kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana
(KB), dan kesehatan reproduksi;
2] percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3) peningkatan pengendalian penyakit;
4] penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
3) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan
makanan, mencakup:
« Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
« Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga
Kesehatan;
« Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan
farmasi dan alat Kesehatan;
« Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan
makanan, dan;
+ Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan
pengembangan Kesehatan.
Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas,
dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
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2] pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;

3] peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan;

4) penjaminan mutu pendidikan, dan:

5) peningkatan tata kelola pendidikan.

FPeningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan

kegiatan prioritas, yaitu:

1] pemenuhan hak dan perlindungan anak;

2] peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan
perlindungan perempuan, dan;

3] kualitas pemuda.

Fengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;

2] keperantaraan usaha dan dampak sosial;

3] reforma agraria, dan;

4) perhutanan sosial.

Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan

prioritas, yaitu:

1) pendidikan dan pelatihan wvokasi berbasis kerjasama
industri;

2] penguatan pendidikan tinggi berkualitas;

3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) dan penciptaan inovasi, dan;

4] prestasi olahraga.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan

penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk

mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada
kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara
terpadu yang bertumpu pada:

a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;

b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan, dan;

c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental
juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian
kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program

prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a.

revolusi mental dan Pembinaan Ideclogi Pancasila untuk

memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk

mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan
kegiatan prioritas, yaitu:

1) revolusi mental dalam sistern pendidikan untuk
memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan
budi pekerti;

2] revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk
penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan
responsif;
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3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat
ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat
dalam pembentukan karakter;

4] penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi
mental;

5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi
kerakyatan berlandaskan Pancasila, dan;

6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan
kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara
untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk
memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa,
meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah
perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:

1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;

2] pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk
memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;

3] pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk
memperkuat kebudayaan yang inklusif;

4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat
pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban
dunia; dan

3) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan

toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:

1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama
dalam perspektif jalan tengah wuntuk memantapkan
persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat
beragama;

2] penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;

3) penyelarasan relasi agama dan budaya;

4] peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan;

3) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi

terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter,
dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) peningkatan budaya literasi;

2] pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa
Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;

3] pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK], inovasi, kreativitas, dan daya cipta, dan;

4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas
perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan
nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan
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infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan
wilayah melalui:
a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk
mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
pembangunan;
c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi (TIK);
d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
dan;
e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program
prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak,
aman dan terjangkau;
2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
4) keselamatan dan keamanan transportasi;
5) ketahanan kebencanaan infrastruktur, dan;
6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) konektivitas jalan;
2) konektivitas kereta api;
3) konektivitas laut;
4) konektivitas udara, dan;
5) konektivitas darat.
c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) transportasi perkotaan, dan;
2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) perkotaan.
d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan,
dan;
3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (TIK);
2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (TIK), dan;
3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim;
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu
memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya
tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan
iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan
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ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui

kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta;

c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program
prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:
1] pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam
dan lingkungan hidup;
2] penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya
alam dan lingkungan hidup;
3] pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam
dan lingkungan hidup, dan;
4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang
sumber daya alam dan lingkungan hidup.
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:
1) penanggulangan bencana, dan;
2] peningkatan ketahanan iklim.
c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) pembangunan energi berkelanjutan;
2] pemulihan lahan berkelanjutan, dan;
3) pengembangan industri hijau.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa,

memberikan rasa aman serta pelayanan public yang berkualitas

pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaultan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata Kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh

semua masyarakat melalui:

a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik
yang berkualitas;

b. meningkatkan pengembangan SDM aparatur sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan
pemersatu bangsa;

c. meingkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

d. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata
kelola kemanan siber;

e. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti
korupsi, dan;

f.  mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan
Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program
prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1] penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
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2] penguatan kesetaraan dan kebebasan, dan;

3] peningkatan kualitas komunikasi publik.

b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:

1] penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar
negeri, dan;

2] penguatan kerjasama pembangunan internasional.

c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas,
yaitu:

1] penguatan implementasi manajemen ASN;

2] transformasi pelayanan publik;

3] penataan kelembagaan dan proses bisnis, dan;

4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.

d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan
prioritas, yaitu:

1) penguatan keamanan dalam negeri;

2] penguatan keamanan laut, dan;

3] penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN
Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan
daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan
pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan
sesuai urusan pemerintahan daerah, sebagai berikut:
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D4. KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL
BIDANG
NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM
(1) (2) (3) (4)
1. | Pendidikan Peraturan Pemerintah

Penyediaan Akomodasi yang Layak
bagi Peserta Didik Penyandang

Nomor 13 Tahun 2020
tentang Akomodasi Yang

Disabilitas pada Satuan Pendidikan | Layak untuk Peserta
(Inklusi) Didik Penyandang
Disabilitas
Peraturan Presiden
Bulungan tgrhad_a p Republik Indonesia
Pengembangan Anak Usia Dini Noior 60 “Tahi ‘2013
Holistik Integratif (PAUD HI) Tentang Pengembengan
melalul percepatan penyusunan | o1 ygia Dini Holistik-
Rencana Aksi Daerah Integratif
Dukungan pelaksanaan | Peraturan Menteri
peningkatan pijar (Peningkatan | Koordinator Bidang

Kesejahteraan Anak Usia Sekolah
dan Remaja) di Daerah.

Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2022 tentang
Rencana Aksi Nasional
Peningkatan

Kesejahteraan Anak Usia
Sekolah dan Remaija.

Dukungan peningkatan daya saing

bangsa serta mendukung
pertumbuhan perekonomian
nasional melalui Revitalisasi

sekolah menengah kejuruan.

b. Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2021
tentang  Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan
Vokasi;

c. Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2016 tentang
Revitalisasi  Sekolah
Menengah Kejuruan

dalm rangka
Peningkatan Kualitas
dan Daya Saing

Sumber Daya Manusia
Indonesia.

Penguatan Pendidikan Karakter PR Eresicen
; Nomor 87 Tahun 2017
dan Budaya Anti Korupsi pada
Satuss Pandidican tentang Penguatan
: Pendidikan Berkarakter
Keputusan Presiden
Dukungan Pelaksanaan Program | (Kepres) Nomor 26 Tahun
Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) [ 2019 tentag Hari
di Daerah. Indonesis Menabung
(HIM)
Dukungan terhadap revitalisasi| Peraturan Pemerintah
bahasa daerah Nomor 57 Tahun 2014

tentang Pengembangan,

www.peraturan.go.id
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BIDANG
NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM
(1) 12) (3) (%)
Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan
Sastra, serta Peningkatan
Fungsi Bahasa Indonesia
Dukungan terhadap penerapan | Peraturan Menteri
kebijakan  Penerimaan  Peserta | Pendidikan dan
Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi | Kebudayaan tentang

Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah
Menengah  Atas, dan
Sekolah Menengah
Kejuruan
Dukungan  terhadap  program | a. Peraturan Menteri
merdeka belajar untuk penguatan Pendidikan,
transformasi selolah melalui Kebudayaan, Riset,
program sekolah penggerak dan dan Teknologi Nomor
guru penggerak 26  Tahun 20232
tentang Pendidikan
Guru Penggerak
b. Keputusan  Menteri
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,

dan Teknolog Nomor
371/M/2021 tentang

Program Sekolah
Penggerak;

c. Keputusan  Menteri
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknolog Nomor
56/M/2022 tentang

Pedoman Penerapan

Kurikulum dalam
rangka Pemulihan
Pembelajaran;

d. Keputusan  Menteri
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,

dan Teknolog Nomor
262 /M /2022 tentang

Perubahan atas
Keputusan  Menteri
Pendidikan,

Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor
56/M/2022 tentang
Pedoman Penerapan

www.peraturan.go.id
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BIDANG
NO | e KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM
(1) 12) (3) (4

Kurikulum dalam
rangka Pemulihan

Pembelajaran.
Dukungan terhadap proses transisi | a. Peraturan Pemerintah
dari Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 66 Tahun
[PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) 2010 tentang

Perubahan atas

Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun

2010 tentang
Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
Pendidikan;

b. Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun
2008 tentang Wajib
Belajar;

c. Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 2022
tentang  Perubahan
Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang

Standar Nasional
Pendidikan;

d. Peraturan Menteri
Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta
Didik Baru pada
Taman Kanak-kanalk,

Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah

Menengah Atas, dan
Sekolah  Menengah

Kejuruan;
e. Surat Edaran
Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia
Dini, Dasar, dan
Pendidikan Menengah
Nomor 0739/C/HK.O
4.01/2023  tentang
Penguatan  Transisi
Pendidikan Anak Usia
Dini ke Sekolah Dasar
Kelas Awal.
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BIDANG
NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM
(1) 12) (3) ()
Dukungan terhadap peserta didik | Peraturan Pemerintah

penyandang disabilitas melalui:
a) penyediaan anggaran dan/atau
bantuan pendanaan;

b) penyediaan garana dan
prasarana;

c) penyiapan dan penyediaan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

d) penyediaan kurikulum

Nomor 13 Tahun 2020
tentang Akomodasi Yang
Layak wuntuk Peserta
Didik Penyandang
Disabilitas.

Dukungan terhadap penumbuhan
budaya membaca di masyarakat
dan satuan pendidikan melalui:

a) penyediaan buku bacaan
bermutu;

b) peningkatan kemampuan
kepala sekolah, pguru, dan
pustakawan dalam pengelolaan
dan pemanfaatan buku bacaan.

a. Undang-Undang
MNomor 3 Tahun 2017
tentang Sistem
Perbuluan;

b. Peraturan Pemerintah
Momor 75 Tahun 2019
tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 3
Tahun 2017 tentang
Sistem Perbulkuan;

c. Peraturan Menteri
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Momor
232 Tahun 2022
tentang Standar Mutu
Buku, Standar Proses
dan Kaidah
Pemerolehan Naskah,
serta Standar Proses
dan Kaidah Penerbitan
Bulku;

d. Peraturan Menteri
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Momor
25 Tahun 2022

tentang Penilaian
Buku;

e. Peraturan Kepala
Badan Standar,
Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan
Kemendikbudristek
Nomor  030/Pj/2022
tentang Pedoman

Perjenjangan Buku.
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BIDANG
NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM
(1) 12) (3) (%)
Dukungan Percepatan Capaian | Surat Edaran Menteri
Pendidikan Numerasi Sekolah | Dalam  Negeri Nomor
Dasar 400.1.7 /2097 { 5] tentang
Dukungan Percepatan
Capaian Pendidikan
Numerasi Sekolah Dasar
2. | Kesehatan | Penguatan promosi kesehatan dan | a. Undang-Undang

deteksi dini penyalkit

Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

b. Perpres Nomor 18
Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024

c. Permenkes Nomor 13
Tahun 2022 tentang
Perubahan atas
Permenkes Nomor 21
Tahun 2020 tentang
Renstra Kemenkes
Tahun 2020-2024

d. Inpres Nomor 1 Tahun
2017 tentang Germas

Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, terutama:
1) Human Immunodeficiency Virus
[HIV); dan
2) Tuberkulosis (TBC);
3) Malaria
4) Penyakit menular lainnya

a. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan

b. FP Nomor 2 Tahun
2018 tentang SPM

c. Perpres Nomor 18
Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024

d. Permenkes MNomor 13
Tahun 2022 tentang
Perubahan atas
Permenkes Nomor 21
Tahun 2020 tentang
Renstra Kemenkes
Tahun 2020-2024

e. Perpres MNomor 67
Tahun 2021 tentang
Penanggulangan
Tuberkulosis

f. Permendagri Nomor 59
Tahun 2021 tentang
Penerapan SPM

g. Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 22
Tahun 2022 Tentang

Penanggulangan
Malaria.

h. Permenkes No. 23
Tahun 2022 tentang
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Penanggulangan
Human
Immunodeficiency
Virus, Acquired
Immuno-Deficiency
Syndrome,
Inkubasi
Seksual

dan
Menular

Pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular, terutama:
1) Diabetes Melitus; dan
2] Hipertensi; dan
3) Penyakit tidak menular

lainnya.

. Undang-Undang

. PP Nomor

. Perpres

. Permenkesz Nomor 13

. Permendagri Nomor 59

Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
2 Tahun
2018 tentang SPM
Nomor 18
Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024

Tahun 2022 tentang
Perubahan atas
Permenkes MNomor 21
Tahun 2020 tentang
Renstra Kemenkes
Tahun 2020-2024

Tahun 2021 tentang
Penerapan SPM

Penguatan jejaring layanan primer,
melalui pemenuhan sarana dan
prasarana laboratorium Kesehatan
Masyarakat (labkesmas]) dan
laboratorium kesehatan daerah
(labkesdal;

. Undang-Undang

. Perpres

. Permenkes Nomor 13

Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
Nomor 18
Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024

Tahun 2022 tentang
Perubahan atas
Permenkes 21/2020
tentang Renstra
Kemenkes Tahun
2020-2024

Penguatan Sumber Daya Manusia
(SDM) Kesehatan, dengan
pemenuhan;

1) 9 (gembilan) tenaga kesehatan
di puskesmas sesuai Permenkes
Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) dan 2 (dua) orang
tenaga  penunjang dengan
kapasitas pengelola keuangan
dan manajemen informasi

. Undang-Undang

. Undang-Undang

tentang Tenaga
Kesehatan
. Perpres Nomor 18

Momeor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

Momor 36 Tahun 2014

Tahun 2020 tentang
RPJMN 2020-2024;
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2] Perawat dan Bidan pada entitas | d. Permenkes Nomor 13
puskesmas pembantu prima; Tahun 2022 tentang
3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Perubahan atas
rumah sakit umum daerah FPermenkes 21 Tahun
(RSUD) sesuai Permenkes 2020 tentang Renstra
MNomor 30 Tahun 2019 tentang Kemenkes Tahun
Klasifikasi dan Perizinan 2020-2024;
Rumah Sakit, termasuk dokter | e. Permenkes Nomor 43
spesialis untuk 4 jenis penyakit Tahun 2019 tentang
tidak menular (kanker, stroke, Pusat Kesehatan
jantung, dan wronefrology): Masyarakat;
4) Tenaga kesehatan di | f. Permenkes Nomor 30
laboratorium kesehatan daerah; Tahun 2019 tentang
5) Insentif upaya kesehatan Klasifikasi dan
masyarakat wuntuk tenaga Perizinan Rumah
kesehatan di puskesmas; Sakit, termasuk dokter
6) Peningkatan kapasitas dan gpesialis untuk 4 jenis
insentif kader posyandu. penyakit tidak
menular (kanker,
stroke, jantung, dan
uronefrology);
g. Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 43
Tahun 2019 tentang
Pusat Kesehatan
Masyaralkat.
3. | Penataan Peraturan Presiden No 18
Ruang Penyelesaian rencana tata ruang | Tahun 2020 tentang
wilayah dan rencana detail tata | RPJMN 2020-2024 dan
ruang di daerah. PP Nomor 21 Tahun
2021.
4. | Sosial Pengentasan Kemiskinan Ekstrem | a. Instruksi Presiden
di Daerah sesuai dengan Amanat Nomor 4 Tahun 20322
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun Tentang  Percepatan
2022 tentang Percepatan Penghapusan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan Ekstrem;
melalui strategi b. Peraturan Menteri
a. Pengurangan beban Dalam Negeri MNomor
pengeluaran masyarakat, 33 Tahun 2020
peningkatan pendapatan Tentang Tata Kerja
masyarakat, dan penurunan dan Penyelarasan
jumlah kantong-kantong Kerja Serta Pembinaan
kemiskinan. Kelembagaan dan
b. Menjadikan data Pensasaran Sumber Daya Manusia
Percepatan Penghapusan Tim Koordinasi
Kemiskinan Ekstrem (P3KE] FPenanggulangan
sebagai acuan dalam Kemiskinan Provinsi
menentukan penerima layanan dan Tim Koordinasi
dan agar dilakukan verifikasi Penanggulangan
dan validasi oleh daerah.
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c. Agar membentuk Tim Kemiskinan
Koordinasi Penanggulangan Kabupaten-Kota;
Kemizskinan (TKPK) | c. Keputusan Menteri
Provinsi/Kabupaten [ Kota. Koordinator  Bidang
Pembangunan
Manusia dan

. Keputusan Menteri
Koordinator  Bidang
Fembangunan
Manusia dan

FPenetapan Sumber
dan Jenis Data Dalam
Upaya Percepatan
Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;

. Keputusan Menteri
Koordinator Bidang
Pembangunan
Manusia dan

Kebudayaan Nomor 235
Tahun 2022 Tentang
Kabupaten /Kota
Prioritas  Percepatan
Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem
Tahun 2022 - 2024;

Kebudayaan Nomor 30
Tahun 2022 Tentang

Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2022 Tentang

Pedoman Umum
Pelaksanaan Program
Percepatan
Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;

. Agar Pemerintah Provinsi yang | a. Peraturan Menteri
tidak memiliki panti dapat Dalam MNegeri Momor
membentuk panti, dan yang 59 Tahun 2021
sudah memiliki panti namun tentang Penerapan
masih terbatas pada satu Standar Pelayanan
layanan dapat membentuk panti Minimal;
multilayanan untuk | b. Peraturan Menteri
pelayananan  dasar  bidang Sosial Nomor 9 Tahun
sosial; 2018 tentang Standar

. Agar Kabupaten/Kota dapat Standar teknis
membentuk UPTD Dinas Sosial pelayanan dasar pada
sebagai tempat pelayanan SPM bidang sosial Di
terpadu bidang sosial sehingga daerah Provinsi dan di
dapat memperoleh  alokasi Daerah Kab/Kota;
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anggaran untuk  pelayanan | c. Peraturan Menteri
sosial; Dalam Negeri Nomor
3. Agar indikator mengenai 12 Tahun 2017
pelaksanaan SPM tidak terpisah tentang Pedoman
tiap bidang, melainkan dapat Pembentukan dan
terintegrasi tiap bidangnya. Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis
Daerah.

Pengalokasian pembiayaan untuk | Peraturan Menteri Dalam
pemutakhiran data. Megeri No. 84 Tahun 2022
tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2023,

5. | Tenaga Undang-Undang Nomor 18 Tahun [ a. Undang-Undang

Kerja 2017 tentang Pelindungan Pekerja Nomeor 18 Tahun 2017

Migran Indonesia dan Lampiran G

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia telah terbagi

habis mulai dari Pemerintah

Daerah Provinsi sampai dengan

Pemerintah Desa.

1. Pemerintah Daerah Provinsi
memiliki tugas dan tanggung
jawab:

a. menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan
kerjaoleh lembaga
pendidikan dan lembaga
pelatihan kerja oleh lembaga
pendidikan dan lembaga
pelatihan kerja;

b. mengurus kepulangan
Pekerja Migran Indonesia
dalam hal terjadi

peperangan, bencana alam,
wabah penyakit, deportasi,
dan Pekerja Migran
Indonesia bermasalah sesuai
dengan kewenangannya,

c. menerbitkan izin kantor
cabang Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran
Indonesia;

d. melaporkan hasil evaluasi
terhadap Perusahaan

tentang Pelindungan
Pekerja Migran
Indonesia;

b. Lampiran G Undang-
Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2021
Pelaksanaan
FPelindungan Pekerja
Migran Indonesia.
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Penempatan Pekerja Migran
Indonesia secara berjenjang
dan periodik kepada Menteri;

. memberikan  Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia
sebelum bekerja dan setelah
bekerja;

menyediakan pos bantuan
dan pelayanan di tempat
pemberangkatan dan
pemulangan Pekerja Migran
Indonesia yang memenubhi

syarat dan standar
kesehatan

. menyediakan dan
memfasilitasi pelatihan

Calon Pekerja Migran
Indonesia melalui pelatihan
vokasi yang anggarannya
berasal dari fungsi
pendidikan;

. mengatur, membina,

melaksanakan, dan
mengawasi penyelenggaraan
penempatan Pekerja Migran
Indonesia; dan

dapat membentuk layanan
terpadu satu atap
penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia di tingkat Provinsi.

. Pemerintah Daerah kabupaten/
kota memiliki tugas dan
tanggung jawab:

a. menyosialisasikan informasi

dan  permintaan  Pekerja
Migran Indonesia kepada
masyarakat;

. membuat basis data Pekerja

Migran Indonesia;

. melaporkan hasil evaluasi

terhadap Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran
Indonesia secara periodik
kepada Pemerintah Daerah
Provinsi;

. Mengurus kepulangan

Pekerja Migran Indonesia
dalam hal terjadi peperangan,
bencana alam, wahbhah
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penyakit, deportasi, dan
Pekerja Migran Indonesia
bermasalah sesuai dengan
kewenangannya;

e. memberikan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
sebelum bekerja dan setelah

bekerja di daerah
Kabupaten /Kota yang
menjadi tugas dan
kewenangannya;

f. menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan
kerja kepada Calon Pekerja
Migran Indonesia yang dapat
bekerja sama dengan
lembaga pendidikan dan
lembaga pelatihan kerja milik
pemerintah dan/atau swasta

yang terakreditasi;
g. melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap

lembaga pendidikan dan
lembaga pelatihan kerja di
kabupaten /kota;

h. melakukan reintegrasi sosial
dan ekonomi bagi Pekerja

Migran Indonesia dan
keluarganya;
i. menyediakan dan

memfasilitasi pelatihan Calon
Pekerja Migran Indonesia
melalui pelatihan vokasi yang
anggarannya berasal dari

fungsi pendidikan;
j. mengatur, membina,
melaksanakan, dan

mengawasi penyelenggaraan
penempatan Pekerja Migran
Indonesia; dan

k. dapat membentuk layanan
terpadu satu atap
penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia di tingkat
kabupaten/ kota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang
Disabilitas yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Peraturan

a. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang
Disabilitas
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Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020
dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 461 /217 /5., tanggal
14 Januari 2021 tentang
Pelaksanaan Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan telah
mengamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah wajib
melaksanakan Layanan Disabilitas
melalui penguatan tugas dan fungsi
dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di
bidang ketenagakerjaan di Provinsi
dan kabupaten/kota, menyusun
rencana program dan kegiatan
dalam melaksanakan fungsi
Layanan Disabilitas, dan
menyediakan dukungan anggaran
pada dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di
bidang ketenagakerjaan di Provinsi
dan Kabupaten { Kota untuk
pelaksanaan fungsi Layanan
Disabilitas

b. Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2020

c. Surat Edaran Menteri
Dalam MNegeri MNomor
461/217/8J, tanggal
14 Januari 2021
tentang Pelaksanaan
Layanan  Disabilitas
Bidang
Ketenagakerjaan

Guna menindaklanjuti Instruksi
Fresiden Nomor 2 Tahun 2021
tentang Optimalisazi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dan Instruksi
Fresiden Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem maka diminta
perhatian Gubernur dan
Bupati/Walikota mendorong
seluruh pekerja termasuk pegawai
pemerintah daerah dengan status
Non Apatatur Sipil Negara [ASN),
aparatur  pemerintahan  desa,
RT/RW, dan pekerja rentan untuk
menjadi  peserta aktif Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
dalam rangka memberikan
perlindungan dan meningkatkan
kesejahteraan bagi seluruh pekerja
beserta keluarganya melalui Badan

a. Instruksi Preziden
Nomor 2 Tahun 2021
tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program

Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
b. Instruksi Presiden

Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan
Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem.

Penyelenggara Jaminan  Sosial

Ketenagakerjaan.

Menindaklanjuti Peraturan | a. Peraturan Presiden
Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Nomeor 36 Tahun 2020

tentang Pengembangan Kompetensi

tentang
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Kerja Melalui Program Kartu Pengembangan

Frakerja, Pemerintah Daerah Kompetensi Kerja

memiliki peran sebagaimana Melalui Program Kartu

diamanatkan dalam Pasal 28: Frakerja;

1. Ayat (1) Pemerintah Daerah |b. Peraturan Preziden
memberikan dukungan dalam MNomor 113 Tahun
pelaksanaan Program Kartu 2022;
rakerja dalam bentuk: . Permenko
a. sosialisasi pelaksanaan Perekonomian Nomor

Program Kartu Prakerja; 17 Tahun 2022.

b. penyediaan data lembaga
Pelatihan yang berkualitas di
masing-masing daerah;

c. penyediaan data kebutuhan
prakerja oleh industri di
daerah; dan

d. fasilitasi pendaftaran peserta
dan pemilihan jenis
Pelatihan pada Program
Kartu Prakerja.

2. Ayat (2) Selain bentuk
dukungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah  Daerah  dapat

memberikan dukungan:

a. sistem berbagi biaya
pendanaan Program Kartu
Prakerja; dan/atau

b. pendampingan kepada
penerima manfaat Program
Kartu Prakerja dan usaha
kecil menengah.

3. Ayat (3) Segala biaya yang
diperlukan Pemerintah Daerah
untuk mendukung pelaksanaan
Program Kartu Prakerja
dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah.

6. | Pertanian Pengawasan terhadap a. Peraturan Pemerintah
produksi/pengadaan, peredaran/ Womor 13 tahurI;.ZDI'?
distribusi dan penggunaan pupuk E;ntang Pem Ilnaan
dan pestisida secara terpadu atau n Pengawasan; .

: : : . : . Peraturan Menteri

terkoordinasi antar instansi terkait Perdasan Nomor 4

di bidang pupuk dan pestisida baik Tah gaz%ﬂ% tent

di tingkat pusat, Provinsi maupun . undaa en gng

Kabupaten /Kota vang dilakukan Peng.:l " aE

oleh Komisi Pengawasan Pupuk P];en}r bul.—gl.-' F‘upruk

dan Pestisida (KPPP), antara lain: ersubsiar untu
' Sektor Pertanian;

www.peraturan.go.id



2023, No.630

-129-
BIDANG
NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM
(1) (2) (3) (4)

1) koordinasi dan evaluasi tingkat | c. Keputusan Menteri
Provinsi/kabupaten /kota; Pertanian Nomor

2) pemantauan dan  evaluasi 142 /Kpts/OT.050/2/
KPPP; 2016 tentang Komisi

3) pengambilan/pembelian
sampel pupuk dan pestisida;

Pengawasan  Pupuk
dan Pestisida Pusat.

dan
4) pengujian/analisa sampel

pupuk dan pestisida.
Peningkatan kapasitas dan | Instruksi Presiden Nomor
kapabilitas perkebunan, [ 6 Tahun 2019 tentang

penyelesaian status dan legalisasi
lahan, pemanfaatan kelapa sawit
sebagai energi baru terbarukan dan
meningkatkan diplomasi untuk
mencapai perkebunan kelapa sawit
Indonesia yang berkelanjutan,
Gubernur, Bupati dan Wali kota
daerah penghasil sawit menyusun
rencana aksi perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan pada tingkat
Provinsi dan kabupaten /kota, serta
membentuk tim pelaksana daerah
dalam rangka pelaksanaan rencana
aksi sebagai implementasi
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2019 tentang Rencana  Aksi
Nasional Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Rencana Aksi Nasional
Perkebunan Kelapa Sawit

Fasilitasi pembentukan korporasi
petani sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berkelanjutan Tahun
2019-2024.

Peraturan Menteri
Pertanian  Nomor 18
Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengembangan
Kawasan Pertanian
Berbasis Korporasi
Petani.

Penerapan Good  Agricultural
Practice (GAP) pada Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan
dan Peternakan.

a. Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2019
tentang Sistem Budi
Daya Pertanian
Berkelanjutan;

b. Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014
tentang perubahan
atas Undang-undang
Nonor 18 tahun 2009
tentang  Peternakan
dan Kesehatan Hewan;
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. Perpu Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta
Kerja;
. Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Bidang Pertanian;
. Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 22
Tahun 2021 tentang
Praktik Hortikultura
yvang Baik.
Pengendalian penyebaran | a. Peraturan pemerintah
Organisme Pengganggu Tanaman Nomor 6 Tahun 1993
dan Dampak Perubahan Iklim pada tentang Perlindungan
tanaman serta penyakit pada Tanaman;
hewan melalui pencegahan, | b. Peraturan Pemerintah
pengobatan dan  penanganan Nomor 3 Tahun 2017
dampak. tentang Otoritas
Veteriner;
. Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 39
Tahun 2018 tentang
Sistem Peringatan Dini
dan Penanganan
Dampak  Perubahan
Iklim pada Sektor
Pertanian;
. Peraturan Menteri
Pertanian Nomor &
Tahun 2019 tentang
Pejabat Otoritas
Veteriner dan Dokter
Hewan Berwenang.

7. | Kehutanan| Pemerintah Daerah agar | Peraturan Pemerintah
melakukan wupaya pencegahan | Nomor 23 Tahun 2021
kebakaran hutan dan lahan | tentang Penyelenggaraan
(karhutla) melalui manajemen | Kehutanan.
lapangan yang terkonsolidasi dan
terorganisasi, melakukan deteksi
dini, dan monitoring di area-area
yang rawan hotspot dengan sistem
dashboard.

Melaksanakan monitoring dan
pengawasan, memberikan
pendidikan yang
berkesinambungan kepada
masyarakat, perusahaan, dan
koorporasi, terutama di daerah
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dengan kecenderungan
peningkatan hotspot, mengajak
tokoh agama dan tokoh masyarakat
untuk turut menjelaskan kepada
masyarakat akan bahaya
kebakaran hutan dan lahan bagi
kesehatan dan ekonomi.

Pencegahan dan menangani
karhutla untuk masa yang akan
datang baik vyang disengaja
maupun yang tidak disengaja.

Pemerintah Daerah
menganggarkan dukungan
pembiayaan pengelolaan
perhutanan sosial yang bersumber
dari APBD dan dapat memberikan
insentif kepada pihak yang dapat
memulihlkan, mempertahankan,
dan/atau melestarikan hutan di
dalam dan di luar kawasan hutan.

Pasal
Pemerintah Nomor 23
Tahun
Penyelenggaraan
Kehutanan.

246 Peraturan

2021 tentang

Pemerintah Daerah melaksanakan
kegiatan rehabilitasi lahan di luar
kawasan hutan berupa hutan dan
lahan, ekosistemm mangrove dan
ekosistem gambut.

. Peraturan Pemerintah

. Peraturan Pemerintah

MNomor 26 Tahun 2020
tentang  Rehabilitasi
dan Reklamasi Hutan.

Nomer 23 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Kehutanan.

Penyusunan RPHJP (Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka
Panjang) dan Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)
pada KPH [Kesatuan Pengelolaan
Hutan| dalam rangka pengelolaan
hutan lestari dalam mewujudkan
pengelolaan hutan berkelanjutan
dan sebagai salah satu kriteria
kinerja KPH.

. Undang-Undang

. Peraturan Pemerintah

tentang
Penyelenggaraan
Kehutanan

. Peraturan Menteri

Nomeor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

MNomor 23 Tahun 2021

Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor &

Tahun 2021 tentang
Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan,
Serta Pemanfaatan
Hutan di Hutan
Lindung dan Hutan
Produksi.
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Pencapaian NDC (Nationally | a. Peraturan Preziden
Determined Confribution) Indonesia MNomor 98 Tahun 2021
dari sektor FoLU (Forest and Others tentang
Land Use) melalii aksi Penyelenggaraan Nilai
pengurangan emisi, Ekonomi Karbon
mempertahankan serapan, untuk Pencapaian
meningkatkan serapan karbon, Target Kontribusi yang
serta pengembangan kelembagaan. ditetapkan secara
Nasional dan
Pengendalian Emisi
Gas FRumah Kaca
Dalam Pembangunan
Nasional.
. PermenLHK Nomor 21
Tahun 2022 tentang
Tata Laksana
Penerapan Nilai

Ekonomi Karbon.

Pelaksanaan kebijakan
pengurangan emisi gas rumah
kaca, peningkatan ketahanan iklim
dan nilai ekonomi karbon secara
nasional berdasarkan baseline 29%
dengan usaha sendiri dan 41%
dengan bantuan  internasional.
Target penurunan emisi GRK pada
5 (lima) sektor : energi (11 %),
limbah (0,38 %), IPPU (0,1 %),
pertanian (0,32 %), dan kehutanan
(17,2 ).

. Undang-undang

. Undang-Undang

. Peraturan

MNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah.

Nomer 16 Tahun 2016
tentang Pengesahan
Paris Agreeement to the
United Nations
Framework Convention
On Climate Change
(Persetujuan Paris atas
konvensi kerangka
kerja PBB mengenai
perubahan iklim).
Presiden
Nomor 98 Tahun 2021
tentang
Fenyelenggaraan Nilai
Ekonomi Karbon
untuk Pencapaian
Target Kontribusi Yang
ditetapkan secara
Nasional dan
Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca
Dalam Pembangunan
Nasional.

www.peraturan.go.id



2023, No.630

-133-
BIDANG
NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM
(1) 12) (3) ()
8. | Pangan Penguatan Cadangan Pangan | a. Undang-Undang

Pemerintah Daerah [CPPD) melalui
penetapan dan penyelenggaraan
CPFD [termasuk pengadaan,
pengelolaan, penyaluran CPPD).

. Peraturan Pemerintah

Nomor 18 tahun 2012
tentang Pangan;

Nomor 17 Tahun 2013
tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi.

Pemantapan ketersediaan pangan
dan stabilisasi pasckan dan harga

pangan melahai pemantauan
ketersediaan, pasckan dan harga
pangan, penyusunan neraca
pangan, penguatan sarana

prasarana logistik pangan.

. Peraturan

Masional
. Peraturan Badan
Pangan Nasional

. Peraturan

Rawit Merah, Cabai
Merah Keriting, Daging
Sapi/Kerbau, dan
Gula

. Konsumsi Peraturan
Badan Pangan
MNasional Nomor 135
Tahun 2022 tentang
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Beras,

. Peraturan

Presiden
Momor 66 Tahun 2021
tentang Badan Pangan

Nomor 5 Tahun 2022
tentang Harga Acuan
Pembelian di Tingkat
Frodusen dan Harga
Acuan Penjualan  di
Tingkat Konsumen
Komoditas Jagung,
Telur Ayam Ras, Dan
Daging Ayvam Ras

Badan
Pangan Nasional
Nomer 11 Tahun 2022
tentang Harga Acuan
Pembelian di Tingkat
Produsen dan Harga
Acuan  Penjualan di
Tingkat Konsumen
Komoditas Kedelai,
Bawang Merah, Cabai

Jagung, dan Kedelai di
Tingkat Konsumen,;
Badan
Pangan Nasional
Nomor 7 Tahun 2023
tentang Harga Eceran
Tertinggi Beras.
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Penyusunan rencana aksi pangan | a. Undang-undang
dan  gizi sebagai dokumen Nomor 18 tahun 2012
pPErencanaan, pelaksanaan, tentang Pangan;
pemantauan dan evaluasi serta | b. Peraturan Pemerintah
pengendalian  kebutuhan  dan Nomor 17 Tahun 2015
kecukupan pangan dan gizi di tentang Ketahanan
daerah. Pangan dan Gizi.
Penyusunan peta ketahanan dan [a. Undang-Undang
kerentanan pangan (FSWVA| serta Nomor 18 tahun 2012
penyelenggaraan sistem peringatan tentang Pangan
dini kerawanan pangan dan gizi | b. Peraturan Pemerintah
ISKPG) Momor 17 Tahun 2015

tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi

c. Peraturan Badan
Pangan Nomor 10
Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penyusunan
Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan;

d. Peraturan Badan
Pangan Nomor 16
Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan
Sistem Peringatan Dini
Kerawanan Pangan
dan Gizi.

Penganekaragaman konsumsi | a. Undang-undang
pangan berbasis sumber daya lokal Nomor 18 tahun 2012
tentang Pangan;

b. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013
tentang Ketahanan
Pangan dan Giz.

9. | Pertanahan| Pendanaan Pengadaaan Tanah bagi | Peraturan Pemerintah
Pembangunan untuk Kepentingan | Nomor 19 Tahun 2021
Umum dilakukan oleh Instansi| tentang Penyelenggaraan
yang memerlukan tanah yang| Pengadaaan Tanah Bagi
bersumber dari APED/APEN, | Pembangunan untuk
instansi yang memerlukan tanah | Kepentingan Umum.
berkoordinasi dengan perangkat
daerah Provinsi dan
Kabupaten /Kota yang membidangi
urusan pertanahan dalam tahap
perencanaan untuk ketersediaan
data dan informasi yang diperlukan
dalam  Dokumen  Perencanaan
Pengadaaan Tanah.
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10. | Lingkungan| Dalam rangka memastikan bahwa | a. PP Nomor 46 Tahun
Hidup prinsip pembangunan 2016 tentang Tata
berkelanjutan telah menjadi dasar Cara Penyelenggaraan
dan terintegrasi dalam Kajian Lingkungan

pembanguann suatu  wilayah
dan/atau  kebijakan, rencana,
dan/atau program, Pemerintah
Daerah agar dapat
menyelenggarakan pembuatan dan
pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
dengan mempedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan RPEJIMD.

Hidup Strategis;
b. Permendagri Nomor B6
Tahun 2017 tentang

Tata Cara
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi

FPembangunan Daerah,
Tata Cara Ewaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah;

c. Permendagri Nomor 7
Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS
dalam Penyusunan
RPJMD.

Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya agar dapat
melakukan pengelolaan sampah
meliputi:

1) Penanganan sampah; dan
2] Pengurangan sampah.

a. Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008
tentang  Pengelolaan
Sampah;

b. Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2012
tentang  Pengelolaan

Sampah Rumah
Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah
Tangga.
Dalam rangka pengarmusutamaan | Instruksi Presiden
pelestarian keanekaragaman hayati | Republik Indonesia
untuk tercapainya keseimbangan | Nomor 1 Tahun 2023
dan keterpaduan dalam | tentang
pembanguan berkelanjutan, | Pengarusutamaan
Pemerintah Daerah sesuai | Pelestarian
kewenangannya agar: Keanekaragaman Hayati.
1) Menyusun Rencana

Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota berdasarkan
Rencana Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
Tingkat Nasional untuk Provinsi
dan  berdasarkan Rencana
Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Tingkat Provinsi untuk
Kabupaten /Kota
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2) Memastikan pelaksanaan
pengelolaan  keanekaragaman
hayati dalam Dokumen
Perencanaan Daerah  dan
Anggaran  Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi dan
Kabupaten /Kota

3) Mendorong partisipasi
masyarakat di tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota dalam
upaya konservasi
keanekaragaman hayati; dan

4) Melaporkan pelaksanaan
keanekaragaman hayati daerah
Provinsi kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan serta
melaporkan pelaksanaan
pelestarian  keanekaragaman
hayati daerah Kabupaten/Kota
kepada Gubernur.

Dalam rangka Peningkatan Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup,
pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya agar melakukan
pemantauan terhadap Indeks
Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas
Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan
(IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut
(IKAL).

. Peraturan Pemerintah

. Peraturan

Nomor 22 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 tentang
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

dan

Pemerintah daerah sesuai [ a. Undang-Undang
kewenangannya agar Nomor 11 Tahun 2020
melaksanakan pemantauan dan tentang Cipta Kerja;
pengawasan terhadap izin | b. Peraturan Pemerintah
lingkungan, izin PPLH dan izin PUU Nomor 22 Tahun 2021
LH yang diterbitkan. Tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Dalam rangka mengendalikan [ a. Undang-undang
perubahan iklim, pengurangan Nomor 23 Tahun 2014

emisi gas rumah kaca, peningkatan
ketahanan iklim dan nilai ekonomi
karbon secara nasional

tentang Pemerintahan
Daerah.
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berdazarkan baseline 29 % dengan | b. Undang-Undang
usaha sendiri dan 41 % dengan Nomeor 16 Tahun 2016
bantuan internasional, Pemerintah tentang Pengesahan
Daerah sesuai kewenangannya Paris Agreeement to the
agar mengalokasikan anggaran United Climate Charge
untuk mendukung kewajiban |Persetujuan Paris atas
Pemerintah  dalam  kontribusi konvensi Kerangka
pengurangan emisi gas ramah kaca kerja PBB mengenai
yang ditetapkan secara nasional Perubahan Iklim);
untuk membatasi kenaikan suhu | c. Peraturan Presiden
rata-rata global di bawah 20C (dua Nomor 98 Tahun 2021
derajat celcius) hingga 1,50C [satu tentang
koma lima derajat celcius) dari Penyelenggaraan Nilai
tingkat suhu praindustrialisasi Ekonomi Karbon
dengan memedomani pada Untuk Pencapaian
Undang-Undang Nomor 16 Tahun Target Kontribusi Yang
2016 tentang Pengesahan Pars Ditetapkan Secara
Agreement to the United Climate Nasional dan
Change (Persetujuan Paris Atas Pengendalian  Emisi
Konvensi Kerangka Kerja Gas FRumah Kaca
Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Pembangunan
mengenai Perubahan Iklim] dan Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 98
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon untuk Pencapaian Target
Kontribusi yang Ditetapkan Secara
Nasional dan Pengendalian Emisi
Gas Fumah Kaca Dalam
Pembangunan Nasional
11. | Koperasi, Dalam rangka meningkatnya nilai | a. PP Nomor 7 Tahun
Usaha tambah, lapangan kerja, investasi, 2021 tentang
Kecil, dan | ekspor dan peningkatan daya saing Kemudahan,
Menengah | perekonomian melalui penguatan Perlindungan dan
kewirausahaan, UMEM, dan Pemberdayaan
koperasi dilaksanakan dengan KUMKM
strategi: . Perpres Nomor 18
1. Kemitraan usaha antara usaha Tahun 2020 tentang
mikro  -kecil dan usaha RPJMN 2020-2024

menengah — besar melalui :

a. Pengembangan kapasitas
usaha dan kualitas produk;

b. Perluasan kemitraan usaha,
dan;

c. Penguatan kapasitas
kelembagaan dan bermitra.

2. Peningkatan kapasitazs usaha
dan akses pembiayaan bagi
wirausaha melalui :

. Perpres  Nomor 2
Tahun 2022 tentang
Pengembangan
Kewirausahaan
Nasional
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a. Pendampingan umkm untuk
mengakses kredit, dan;

b. Pengembangan skema
pembiayaan bagi wirausaha
dan UMKM.

3. Peningkatan kapasitas,
jangkauan, dan inovasi koperasi
melalui :

a. Peningkatan kapasitas
pengurus dan  manajer
koperasi;

b. pengembangan jangkauan

dan cakupan usaha, dan;
c. pengembangan inovasi
koperasi.
4. Peningkatan penciptaan start up
dan peluang usaha melaluai:
a. Pelatihan kewirausahaan;
b. Inkubasi usaha;
c. Penguatan kapasitas layanan
usaha;
d. Pengembangan sentra
industry kecil dan menengah;
e. Pembinaan wirausaha
5. Peningkatan nilai tambah usaha
sosial.

Untuk itu, Kebijakan Prioritas
sinergi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, melalui

program { kegiatan, memuat:
1. Fasilitasi kemudahan perizinan
berusaha bagi KUMEKM.

2. Akses perluasan pasar dan
digital:

a. 40%  belanja  pengadaan
barang/jasa pemerintah
intervensi untuk UMEKM;

b. 30% infrastruktur publik
untuk penyediaan tempat

promosi dan pengembangan
KUMEKM;
c. Fasilitasi digitalisasi KUMKM
untuk pengembangan usaha.
3. Fasilitasi akses Pembiayaan
UMKM melalui kredit usaha
rakyat (KUR) dan KUR klaster,
dilakukan melalui:
a. sosialisasi program KUR dan
KUR klaster kepada pelaku
usaha KUMEKM;

PP Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan,
Perlindungan dan
Pemberdayaan KUMKM.
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b. pelaksanaan program KUR
dan KUR klaster kepada
pelaku usaha KUMKM, dan;

c. monitoring dan evaluasi KUR
dan KUR klaster di daerah;

4. Perluasan kemitraan melalui
pola:
Inti plasma;
Subkontrak;
Waralaba;
Perdagangan umum;
Distribusi dan keagenan;
Rantai pasok, dan;
g. Bentuk kemitraan lainnya.
5. Peningkatan kapasitas SDM

KUMEKM melalui:

a. Peningkatan kapasitas bagi
koperasi dan usaha mikro
dan kecil melalui pelatihan
dan pendampingan, dan;

b. Penyelenggaraan  inkubasi
usaha.

6. Penyediaan layanan bantuan
dan pendampingan hukum bagi
usaha mikro dan kecil

mean g

12.

Kebudayaa

n di tengah-tengah peradaban dunia 2009 tentang
dan  menjadikan  kebudayaan Perfilman;
sebagai investasi untuk | b. UU Nomor 11 Tahun
membangun masa depan dan 2010 tentang Cagar
peradaban bangsa demi Budaya;
terwujudnya tujuan nasional, [c. UU Nomor 3 Tahun
yaitu: 2017 tentang
1) Upaya pemajuan objek Pemajuan
kebudayaan Indonesia melalui Kebudayaan;
perlindungan, pengembangan, |d. PP Nomor 66 Tahun
pemanfaatan dan pembinaan 2015 tentang
sebagaimana  diatur dalam Museum;
ketentuan peraturan | e. PP Nomor 87 Tahun
perundang- undangan; 2021 tentang
2) Upaya pelestarian cagar budaya Peraturan
melalui perlindungan, Pelaksanaan Undang-
pengembangan dan Undang Nomor 3
pemanfaatan sebagaimana Tahun 2017 tentang
diatur dalam ketentuan Pemajuan
peraturan perundang- Kebudayaan;
undangan; FP Nomor 1 Tahun
3) Upaya pengelolaan museum 2022 tentang Register
melalui perlindungan, Nasional dan
pengembangan dan

Memajukan kebudayaan Indonesia

. UU Nomor 33 Tahun

www.peraturan.go.id



2023, No.630

-140-
BIDANG

NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM

(1) 12) (3) (%)
pemanfaatan koleksi melalui Pelestarian Cagar
kebijakan pengaturan Budaya;
perencanaan, pelaksanaan dan | g. Perpres Nomor 65
pengawasan untuk Tahun 2018 tentang
kezejahteraan masyarakat Tata Cara Penyusunan
sebagaimana  diatur dalam FPKD dan Strategi
ketentuan peraturan Kebudayaan;
perundang-undangan; . Keppres Nomor 21

4) Upaya peningkatan tata kelola tahun 2022 tentang
melalui penyusunan dan Gugus Tugas
pemantauan evaluasi Pokok- Manajemen  Talenta
Pokok Pikiran Kebudayaan Nasional;

Daerah yang dijadikan rujukan Perpres Nomor 114
peEnyusUnan Dokumen Tahun 2022 tentang
Perencanaan dan penganggaran Strategi Kebudayaan.
daerah;

5) Upaya pemutakhiran data dan
informasi terkait OPK (Objek
Pemajuan Kebudayaan), Cagar
Budaya, tenaga dan lembaga
kebudayaan dalam aplikasi
Data Pokolk Kebudayaan.

. Agar Daerah Provinsi dapat|a. Undang-undang
mendukung dan melaksanakan Nomor 5 Tahun 2017
kegiatan Pekan Kebudayaan tentang Pemajuan
Daerah (PKD) setiap tahunnya Kebudayaan;
sebagai  tindak lanjut dari | b. Peraturan Presiden
pelaksanaan Pekan Kebudayaan MNomor 65 Tahun 2018
Nasional (PKN). tentang Tata Cara

2. Mendukung penguatan Penyusunan Pokok
kebudayaan dalam pendidikan Fikiran Kebudayaan
melalui  integrasi kebudayaan Daerah (PPKD) dan
dalam muatan lokal pendidikan. Strategi Kebudayaan;
. Peraturan Menteri

Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan  Teknologi RI
Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Fokok Pikiran
Kebudayaan Daerah

(PPKD).

13. | Kelautan Dalam rangka pengendalian | Peraturan Presiden
dan kawasan  budidaya  perikanan | Nomor 81 Tahun 2014
Perikanan |danau sebagaimana diamanatkan | tentang Rencana Tata

dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan | Ruang Danau Toba dan

Presiden Nomor 51 Tahun 2014 | Sekitamya;

tentang Rencana Tata Ruang
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Danau Toba dan Sekitarnya,
Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara dan 7 (tujuh)
kabupaten sekitar danau toba
terdiri atas Kabupaten Toba,
Kabupaten Simalungun,
Kabupaten Karo, Kabupaten
Tapanuli Utara, Kabupaten

Humbang Hasundutan, Kabupaten

Samosir, dan Kabupaten Dairi
wajib MEeEnyusun rencana
pengendalian kawasan budidaya
perikanan danau termasuk
rencana  penertiban Keramba
Jaring Apung (KJA) beserta
pemberian insentif kepada
masyarakat berupa pemberian
kompensasi yang dialokasikan

dalam program, kegiatan, dan sub
kegiatan dalam RKPD.

Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran untuk
Fasilitasi pembuatan Kartu Usaha
Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
termasuk migrasi kartu nelayan

menjadi kartu KUSUKA dalam
rangka membantu nelayan
mengakses bantuan pemerintah

seperti asuransi bagi nelayan kecil,
bantuan sarana penangkapan ikan,
akses permodalan, sehat dan lain-
lain sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi
Daya lkan, dan Petambak Garam.

. Undang-

. Peraturan

Undang
Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan
dan  Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan
Petambak Garam;

Menteri
Kelautan dan
Perikanan Nomor 41
Tahun 2022 Tentang
Kartu Pelaku Usaha

dan Pelakn
Pendukung Sektor
Kelautan dan
Perikanan.

Pemerintah Daerah

mengalokasikan anggaran untuk:

1) pengawasan  sumber daya
kelautan dan perikanan, SDM

pengawasarn, sarana  dan
prasarana pengawasan,
pengawasan  pelaku  usaha
kelautan dan perikanan serta
peraturan daerah terkait
pengawasan  sumber daya

kelautan dan perikanan;

2] penyusunan dan sosialisasi
Perda RZWP-3-K yang
terintegrasi dengan RTRW;

. Undang-Undang

. Peraturan

Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta
Kerja

Preziden
No. 126 Tahun 2022
tentang  Percepatan
Pembangunan
Pergaraman Nasional

www.peraturan.go.id



2023, No.630

-142-

NO

BIDANG

KEBIJAKAN PRIORITAS

DASAR HUKUM

(1)

(2)

(3)

(4)

3)

4)

5)

monitoring pelaksanaan
implementasi RZWP-3-K, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, yang diturunkan menjadi
Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Usaha Berbasis Risiko,
Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan
Ruang dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan
Perikanan;

Pengadaaan sarana dan
prasarana produksi garam,
sarana dan prasarana pasca
produksi garam, peningkatan
kualitas SDM produksi Garam
untuk mendukung percepatan
pembangunan Pergaraman
untuk memenuhi kebutuhan
Garam nasional sesuai dengan
Peraturan Presiden No. 126
Tahun 2022 tentang Percepatan
Pembangunan Pergaraman
Nasional, dan;

Pengelolaan kawasan
konservasi daerah yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

Pemerintah

Daerah

mengalokasikan anggaran untuk:

1)

2)

3)

penyediaan data pelaku usaha
perikanan tangkap, perikanan
budidaya, petambak garam dan
pengolah hasil kelautan dan
perikanan serta serapan tenaga

kerja sektor kelautan dan
perikanan lainnya;
penyediaan data  produksi

perikanan tangkap, perikanan
budidaya, stok garam dan nilai
konsumsi ikan;

penyediaan SDM enumerator
dan proses pendataan pelaku
usaha kelautan dan perikanan

a. Peraturan

Presiden

Nomor 39 Tahun

2019 tentang Satu
Data Indonesia

. Peraturan Menteri
Kelautan dan

Perikanan Nomor 61
Tahun 2020 tentang
Satu Data Kelautan
dan Perikanan.

www.peraturan.go.id




2023, No.630

-143-
BIDANG
NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM
(1) 12) (3) (%)
melalui satu data KUSUKA
serta  penyelesaian  validasi
nasional tepat waktu, sesuai
dengan Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia dan
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 61 Tahun
2020 tentang Satu Data
Kelautan dan Perikanan.
14. | Perencanaal Pemerintah Daerah pada tahun | Undang-Undang 23
n 2024 melaksanakan Musrenbang | tahun 2004  tentang
RPJPD 2025-2043 Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Pasal 11 ayat (4)

Pemerintah daerah pada Tahun
2024 menyusun RPJMD
Teknokratik 20235-2030.

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, serta
Tata Cara Perubahan
RPJMD, dan RKPD.

Dalam
dokumen

rangka menghasilkan
perencanaan
pembangunan daerah yang
berkualitas pada Penyusunan
RPJPD Tahun 20253-2045 dan
RPJMD Teknokratik Tahun 2025-
2030, maka Pemerintah Daerah
dalam penyusunan RKPD Tahun
2024 agar memasukkan program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang
berkaitan dengan peningkatan
kapasitazs sumber daya manusia
perencana di seluruh perangkat
daerah pada perangkat daerah
yang memegang penyelenggaraan
UTLSAN PETENCATIAATL.

Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
Tahun 20053-2023 dan
Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomeor 1
Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.

www.peraturan.go.id




2023, No.630

kapasitas Sumber Daya Manusia

Aparatur melalui Pengembangan

Kompetensi dan Sertifikasi

Kompetensi, yaitu:

1. Penyediaan anggaran prioritas
pengembangan SDM aparatur
yang berbasis kompetensi dan
uji kompetensi dalam rangka
sertifikasi  kompetensi  dan
pengembangan kompetensi
SDM Aparatur atau sejenisnya
yang terkait dengan
peningkatan kapasitas bagi
Pimpinan Daerah, Ketua dan
Anggota DPRD, pejabat dan
perangkat daerah, serta unsur
lainnya yang dibutuhkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
diprioritaskan pelaksanaannya
pada masing-masing wilayah
Provinsi/ Kabupaten /Kota yang
bersangkutan.

2. pemenuhan kompetensi
pemerintahan SDM aparatur
melalui Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri
[Diklatpim  Pemdagri] yang
menduduki  jabatan  kepala
Perangkat Daerah, jabatan
administrator dan  jabatan

pengawas.

3. sertifikat mengikuti
pengembangan kompetensi dan
sertifikat Kompetensi

Pemerintahan menjadi =salah
sau syarat pengangkatan dalam
jabatan.JPT madya, JPT

Pratama, Jabatan
Administrator, atau Jabatan
Pengawas.

4. pemenuhan kompetensi jabatan
fungsional binaan Kemendagri
melalui pengembangan

-144-
BIDANG

NO URUSAN KEBIJAKAN PRIORITAS DASAR HUKUM

(1) 12) (3) ()

15.|Kepegawaian Dalam rangka mewujudkan wvisi|a. Pasal 69 Undang-
serta dan misi Presiden dalam upaya Undang No. 5 Tahun
Pendidikan | peningkatan kapasitas sumber 2014 Tentang
dan daya manusia. Pemerintah Daerah Aparatur Sipil Negara
Pelatihan memprioritaskan peningkatan | b. Pasal 233 Undang-

Undang No. 23 Tahun
2014 Tentang
Pemerintah Daerah

. Pasal 203 Ayat (3),

Ayat (4), Dan (4a) PP
No 17 Tahun 2020
Tentang  Perubahan
atas PP No. 11/2017
Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil
(PNS).

. Pasal 40 PP 49 Tahun

2018 tentang
Manajemen FFPK

. Pasal 17 Ayat (5)

Permendagri No. B89
Tahun 2022 Tentang

Pendidikan Dan
Pelatihan
Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam
Megeri.

Pasal 17 ayat (3)
Permendagri No B89
Tahun 2022 tentang
Diklat Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam
Negeri.

. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2017
tentang  Kompetensi
Pemerintahan.

. Pazal 77 Peraturan

Pemerintah Nomor 34
Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik
Daerah.
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NO

BIDANG

KEBIJAKAN PRIORITAS

DASAR HUKUM

(1)

12)

(3)

(4)

. Prioritas

komptensi dan uji kompetensi
antara lain: Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
(FPUPD), Aparatur Pemadam
Kebakaran (Dambkar] dan
Penyelamatan, Administrator
Data Base Kependudukan, dan
Operator  sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan,
serta Penata Perizinan.

tata kelola Badan
Usaha Milik Daerah dalam
upaya peningkatan  Sistem
Pengendalian Intern  dalam
rangka peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
melalui pengembangan
kompetensi bagi Dewan
Pengawas dan Komisaris
BUMD.

16.

Pengelolaan
Perbatasan

. Pengelolaan

Batas Wilayah
Dan Kawasan

pada  masing-
terkait, dan

Megara
Perbatasan
masing OPD
berdasarkan RPJMN 2020-
2024, fokus pengelolaan
kawasan perbatasan berada di
222 Kecamatan yang
merupakan Lokasi Prioritas
(Lokpri).

. Dukungan pendanaan dalam

pelaksanaan dan

kegiatannya.

program

. Peraturan

. Peraturan

a. Undang-Undang

Nomeor 43 Tahun 2008
tentang Wilayah
Megara;

Preziden
Nomor 18 tahun 2020
tentang RPJMN Tahun
2020-2024;

Preziden
Nomor 118 Tahun
2022 tentang Rencana
Induk Pengelolaan
Batas Wilayah Negara
dan Kawasan
Perbatasan Tahun
2020-2024.

B. HAL KHUSUS LAINNYA
1. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah
Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala
Daerah Serentak tahun 2024 melalui pengalokasian belanja hibah
penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
kepada perangkat daerah yang memegang urusan kesatuan bangsa
dan politik, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Republik

Indonesia Nomor

900.1.9.1/435/8J

tentang
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Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota tahun
2024.

2. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan
Perkada tentang RKPD tahun 2024.

3. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap
atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yvang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana
tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang
RKPD tahun 2024.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
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